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KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negarayang
terbukaadalah hak publik untuk memperoleh Informasisesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena
makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan
negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan
transparansi informasi sebagai syarat terpenuhinya good governance, memang
mewajibkan pemerintah untuk penyediaan dan menyebarluaskan informasi
kepada masyarakat. Korupsi yang telah mengakar akan dapat diberantas
apabila masyarakat diletakan pada kedudukan sebagai pemilik pemerintahan
(people own government) dalam jaminan perlindungan hukum atas kebebasan
memperoleh informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan
dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban
Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian
bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi
sistem dokumentasi dan pelayanan.

Dua tahun yang diamanatkan untuk pemberlakukan UU Keterbukaan
Informasi Publik, sesungguhnya merupakan waktu yang disediakan kepada
seluruh badan publik mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan
pengelolaan keterbukaan informasi publik. Persiapan yang dilakukan setidaknya
meliputi aturan pelaksanaan dari masing-masing badan publik dalam hal
pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Termasuk di dalamnya adalah
ketegasan dari masing-masing badan publik untuk menyebutkan jenis-jenis
informasi publik yang berada dalam penguasaannya, informasi dikecualikan,
hak dan kewajiban pengguna informasi, serta mekanisme memperoleh
informasi publik. Demikian halnya dengan Pejabat Pengelola Informasi



Dukumentasi (PPID) yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelayanan
informasi publik pada masing-masing badan publik.

Persiapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu keharusan kepada setiap
badan publik untuk melakukan pengelolaan informasi yang dimilikinya secara
tertib. Pengelolaan informasi publik yang dimiliki badan publik setidaknya harus
berasal dari awal kejadian hingga bagian akhir atau setelah menjadi sebuah
kebijakan. Dukungan pengelolaan informasi publik ini juga perlu didukung
oleh sarana dan prasana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang
memadai. Hal ini semata-mata memberikan kemudahan kepada pemohon
informasi untuk dapat mengakses informasi publik secara cepat dengan cara
yang mudah dan biaya yang ringan.

Dinamika Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi
judul dalam buku ini, mengurai kondisi badan publik dalam mengelola dan
menyediakan informasi publik. Meski dua tahun sudah diberikan kepada
masing-masing badan publik, pada kenyataannya pengelolaan keterbukaan
informasi publik belum dapat dikatakan seragam dilaksanakan secara
maksimal. Walaupun demikian, sudah ada badan publik yang secara maksimal
mempersiapkan, mengelola dan melayani permohonan informasi publik,
sehingga apa yang telah dilakukannya setidaknya bisa menjadi model bagi
pengelolaan informasi publik bagi badan publik lainnya. Hal ini tergambar
pada keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),
sehingga dapat dikatakan sebagai model ideal pengelolaan dan pelayanan
informasi publik.

Namun demikian sangat disayangkan, masih ada badan publik yang tidak
maksimal melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat seperti yang terjadi di Pemerintah Kota Pontianak Kalimantan
Barat. Tidak adanya keseragaman dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menentukan mana yang termasuk informasi publik
dan mana yang bukan, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk
mendapatkannya. Penentuan informasi publik banyak ditentukan oleh
pemahaman pejabat yang bersangkutan untuk menentukannya. Walaupun
Peraturan Daerah (Perda) mengenai Transparansi sudah dimiliki, namun
Perda yang dihasilkan tidak bisa menjadikan landasan berpijak bagi masing-
masing SKPD untuk mengelola dan memberikan informasi publik kepada
masyarakat. Perda tersebut tidak mengungkapkan informasi mana saja yang
termasuk informasi publik dan mana yang bukan, serta bagaimana mekanisme
pelayanan informasi publik yang secara spesifik dilakukan di daerah ini. Kesan
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yang terungkap dari kondisi ini yaitu pengelolaan dan pelayanan informasi
publik hanyalah penerapan demokrasi yang setengah hati.

Ada juga pemerintahan daerah yang menerapkan keterbukaan informasi
publik secara efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
pelayanan publik satu pintu disadari Pemerintah Daerah Kabupaten
Jembrana Bali, perlu didukung oleh penerimaan informasi yang jelas kepada
masyarakat. untuk itu setiap SKPD di wajibkan untuk memberikan informasi
publik yang dibutuhkan bagi masyarakat seperti berapa lama pelayanan yang
dibutuhkan, biaya yang diperlukan dan syarat-syarat administrasi yang harus
mempergunakan sarana komunikasi elektronik. Melalui penggunaan sistem
ini, waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan publik menjadi lebih singkat dan
yang lebih penting lagi adalah potensi untuk terjadinya tindak pelanggaran
korupsi oleh aparat pemerintah daerah dapat dicegah.

Tulisan yang merupakan hasil penelitian dan pengumpulan data yang
penulis lakukan ini, memang dimaksudkan mengungkap secara riil dinamika
pengelolaan informasi publik. Penulis berkeyakinan dengan membuka akses
publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk
bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan
yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governance).
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